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TEORI PERS OTORITER 
Perkembangan otorisme pada pertengahan abad ke-15 juga menyebabkan 

timbul satu konsep otoriter di kehidupan pers di dunia, berawal di Inggris, Perancis 
dan Spanyol dan kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara 
lain di Asia dan Amerika Latin pada abad ke-16. Dengan prinsip dasar otorisme yang 
cukup sederhana bahwa pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah. Mesin 
cetak yang ketika itu baru diciptakan tidak dapat digunakan untuk mengecam dan 
menentang negara atau penguasa. Pers bertungsi secara vertikal dari atas ke bawah 
dan penguasa berhak menentukan apa yang akan diterbitkan atau disebarluaskan 
dengan monopoli kebenaran di pihak penguasa. Konsep ini didukung oleh teori 
Hegel, Plato dan Karl Marx yang pada inti ajarannya (meskipun cenderung pada 
konsep sosialisme) mengagungkan negara sedemikian rupa dan berpendapat bahwa 
negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan melindungi dirinya sendiri 
dengan segala cara yang dipandang perlu. Kekuatan pers yang diakui sebagai 
kekuatan keempat (fourth estate) menyebabkan negara atau penguasa mengalami 
phobia terhadap pers yang selalu menjadi pihak yang pertama tahu dan biang untuk 
menyebarkan kelemahan dan cela atau hal-hal yang merugikan negara atau 
penguasa. 

 
Bagi penguasa otoriter keanekaragaman dapat menimbulkan konflik dan 

ketidaksepakatan yang akibatnya sangat mengganggu dan bahkan sering subversif. 
Konsensus dan keseragaman merupakan tujuan yang logis dan dapat dipahami 
dalam komunikasi massa. Seperti pendapat yang dikemukakan Samuel Johnson 
bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mempertahankan ketertiban dan 
perdamaian di depan umum, maka masyarakat berhak untuk melarang penyebaran 
pendapat yang cenderung berbahaya. Pendapat ini yang sebenarnya tidak masuk 
akal juga bagi pemimpin atau penguasa negara berkembang yang miskin yang 
dihadapkan pada kenyataan bahwa keharusan untuk melakukan integrasi politik dan 
pembangunan ekonomi lebih diutamakan akhirnya tidak bisa membiarkan pendapat-
pendapat atau pandangan yang dianggapnya dapat mengganggu dan menghasut.  

 
Berkaitan dengan konsep integritas yang diharapkan negara-negara yang 

sedang membangun dimana struktur masyarakatnya berada dalam masa peralihan, 
media massa bisa dianggap sebagai salah satu biang terganggunya perkembangan 
masyarakat dan ketertiban. Hal inilah belakangan menjadi bahan yang menarik 
perhatian mahasiswa atau sarjana komunikasi massa, dimana terdapat dugaan 
bahwa media massa dilihat berkaitan dengan masalah urbanisasi yang berlangsung 
cepat, mobilitas sosial, dan kerapuhan komunitas tradisional, yang secara khusus 
dihubungkan dengan dislokasi sosial, dugaan meningkatnya kebobrokan moral, 
kriminalitas dan kekacauan. Munculnya film dari luar dan ketakutan bahwa komik-
komik impor berpotensi untuk merusak dan menghambat perkembangan berpikir 
anak menjadikan pemerintah merasa memiliki hak untuk mengawasi media massa. 
Komunikasi massa seringkali dikatakan individualistis, impersonal, dan anomis, oleh 
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karena itu komunikasi massa sangat menunjang punahnya kontrol sosial dan 
solidaritas. Dari sinilah pemerintah atau kelas penguasa mengambil tindakan dengan 
melakukan kontrol pada media massa/pers. Namun pandangan ini tidak mampu lagi 
melihat bahwa media massa juga menciptakan integritas sosial, karena media massa 
mampu menyatukan individu menjadi kesatuan khalayak besar, juga 
kemampuannya untuk menyajikan seperangkat nilai, ide, informasi, dan persepsi 
yang sama kepada setiap orang. 

 
lstilah otoriter mengacu pada tingkat pengaturan pers yang sangat besar. 

Pers diharapkan netral, namun ditujukan dalam hubungannya dcngan pemerintah 
atau kelas penguasa dengan pengaturan yang disengaja atau tidak disengaja pers 
digunakan sebagai alat kekuasan negara untuk menekan. Penyensoran pendahuluan 
dan hukuman atas penyimpangan dari pedoman (seperti pembredelan perusahaan 
penerbitan pers) khususnya yang berlaku bagi hal-hal yang politis. Bentuk 
penterapan dan pengungkapan teori otoriter sangat beragam, melalui perundang-
undangan, pengendalian produksi secara langsung, kode etik yang diberlakukan, 
pajak dan jenis sanksi ekonomi lainnya, pengendalian impor media, dan hak 
pemerintah untuk mengangkat star ptoduksi. 

 
Meskipun telah disadari konsep ini cenderung menekan hak-hak individu atau 

masyarakat khususnya untuk bebas mengungkapkan, menyebarkan, dan 
mendapatkan informasi dari kebenaran fakta namun disadari juga bahwa dalam 
masyarakat prademokrasi atau masyarakat yang berciri kediktatoran adanya 
kecendrungan otoriter dalam hubungannya dengan media yang umumnya tidak 
bersifat totaliter tidak bisa diabaikan. ltulah mengapa konsep itu tanpa disadari tetap 
bertahan dan berlaku dengan kenyataan bahwa pada situasi tertentu konsep 
otoriterisme mengungkapkan itikad yang populer dan dalam semua masyarakat 
terdapat berbagai situasi di mana kebebasan pers bisa jadi bertentangan dengan 
kepentingan negara atau masyarakat misalnya dalam suasana kekacauan yang 
ditimbulkan teroris dan ancaman perang. Maka banyak negara melakukan 
pengendalian yang besar terhadap teater, film, penyiaran dan radio yang bila 
dibandingkan persentasenya lebih besar dari pada terhadap surat kabar dan buku. 
Secara sah atau tidak sah teori ini membenarkan penguasaan media oleh pihak yang 
berkuasa dalam masyarakat. 

 
Berkaitan dengan konsep otoriter yang tidak terlepas dari pemerintah atau 

penguasa, di mana selain bahwa media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi dan 
objek persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses. Maka dalam 
hubungannya dengan pemerintah atau penguasa, media massa dipandang sebagai 
alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan salah satu 
(atau lebih) dari beberapa hal berikut: 
! Menarik dan mengarahkan perhatian 
! Membujuk pendapat dan anggapan 
! Mempengaruhi pilihan dan sikap 
! Memberikan status dan legitimasi 
! Medefinisikan dan membentuk persepsi realitas. 

Dalam hubungan media massa dengan masyarakat, konsep otoriter ini mengambil 
dalih bahwa media massa merupakan corong penguasa, pemberi pendapat dan 
instruksi serta kepuasan jiwani. Media massa bukan saja membentuk hubungan 
ketergantungan masyarakat terhadap media itu sendiri tetapi juga dalam 
menciptakan identitas dan kesadaran. Menurut C. W. Mills potensi media massa 
diarahkan untuk pengendalian nondemokratis yang berasal 'dari atas'. Teori Marxis 
menekankan kenyataan bahwa media massa pada hakikatnya merupakan alat 
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kontrol kelas penguasa kapitalis. Sebagai suatu kelas yang mengatur produksi kelas-
kelas tersebut juga akhirnya menguasai dan menentukan gagasan pada 
masyarakatnya, maka gagasan mereka diidentikkan dengan gagasan penguasa. 
Orang yang berada dalam kelas ini adalah orang berada yang juga terjun dalam 
dunia politik. Benturan kepentingan yang dialami media  massa menurut McQuail 
berkaitan dengan operasional fungsi dan tujuan media massa di suatu negara yang 
ditentukan oleh beberapa pihak atau unsur , yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 

 
 
 Teori otoriter mengenai fungsi dan tujuan masyarakat menerima dalil-dalil 
yang menyatakan bahwa pertama-tama seseorang hanya dapat mencapai 
kemampuan secara penuh jika ia menjadi anggota masyarakat. Sebagai individu 
lingkup kegiatannya benar-benar terbatas, tetapi sebagai anggota masyarakat 
kemampuannya untk mencapai suatu tujuan dapat ditingkatkan tanpa batas. Atas 
dasar asumsi inilah, kelompol lebih penting daripada individu, karena hanya melalui 
kelompok seseorang dapat mencapai tujuannya. Teori ini telah mengembangkan 
suatu pemyataan bahwa negara sebagai organisasi kelompok dalam tingkat paling 
tinggi telah menggantikan individu dalam hubungannya dengan derajat nilai, karena 
tanpa negara seseorang tak berdaya untuk mengembangkan dirinya sebagai 
manusia beradab. 
 

Teori hegemoni relevan dengan situasi yang timbul daTi pelaksanaan konsep 
otoritarian ini. Gramsci memakai istilah tersebut untuk menyebut ideologi penguasa, 
konsep ideologi Gramsci ini menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, dan 
mekanisme yang dijalankan pemerintah atau penguasa untuk mempertahankan dan 
mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya (anggota masyarakat- 
terutama kelas pekerja) sehingga upaya itu akan berhasil memasyarakat. Secara 
umum konsep otoriter ini sama dengan konsep hegemoni atau dominasi Gramsci 
yang artinya pemaksaan kerangka pandangan secara langsung terhadap kelas yang 
lebih lemah melalui penggunaan kekuatan dan keharusan ideologi yang terang-
terangan. 

 
Dewasa ini otoritarisme berkembang luas, terutama bila konsep komunis atau 

pembangunan dipahami sebagai perbedaan dari otoritarisme tradisional. Di negara-
negara berkembang wartawan barat seringkali menghadapi berbagai macam 
kesulitan saat melakukan peliputan, seperti visa masuk ditolak, berita disensor, 
bahkan penculikan dan dipenjara. 
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KONSEP OTORITER PADA PERS INDONESIA ORDE BARU 
Seperti halnya Indonesia pada masa orde baru ketika pers berpraktek konsep 

otoriter ini meskipun secara teori konsep yang dipakai adalah konsep pers Pancasila 
dengan inti ajaran memiliki kesamaan dengan konsep pers tanggung jawab sosial. 
Dengan maksud perkembangan atau pembangunan yang sedang berjalan tidak 
terganggu dengan hal-hal yang mungkin mengancam integritas maka pemerintah 
ketika itu merasa memiliki hak untuk mengawasi pers yang telah atau dianggap 
telah melanggar tanggung jawabnya pada masyarakat, keadaan ini merupakan 
konsep otoritarian tradisional. Pada masa itu pers Indonesia diperbolehkan untuk 
mencari berita, menyebarkannya, namun dengan kebijakan untuk negara. 
Pemerintah membiarkan pers selama pers tidak mengkritik dan menentang 
kebijakan pemerintah atau hal-hal yang tidak menguntungkan pemerintah. 
Sayangnya pers memakai kesempatan ini untuk mementingkan nilai-nilai komersil 
dengan mengabaikan nilai ideal pers, sehingga konsep otoritarian bukan lagi menjadi 
kepentingan pemerintahan. Meskipun demikian kenyataan bahwa pers memiliki 
cukup nyali untuk menyebarkan informasi kebenaran yang kemudian dianggap 
menyinggung pemerintah, sehingga sekitar tahun 90-an dan awal 90-an beberapa 
penerbitan pers dicabut SIUPP-nya. 

 
Kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat benturan kepentingan yang 

secara umum media massa ketika itu merupakan salah satu bagian atau sub sistem 
sosial politik yang berlaku. Permasalahan yang terjadi pada media massa merupakan 
produk atau hasil dari permasalahan sistem sosial politik yang ada. Menurut McQuail, 
bahwa media massa, sebagai suatu bagian dari sistem kenegaraan, maka 
kepentingan nasional bangsa yang dirumuskan oleh kalangan pembuat kebijakan 
akan menentukan mekanisme operasionalis media massa dalam menjalankan fungsi 
dan tujuannya. Pihak pemerintah menginginkan agar media massa berfungsi sebagai 
sarana pemeliharaan integritas bangsa dan negara, sarana pemeliharaan kestabilan 
politik. Sementara itu khalayak mengharapkan media massa berfungsi sebagai 
sumber informasi yang dipercaya, sarana pengetahuan dan budaya. 
 

Di masa itu pers berada dalam kondisi yang tidak berdaya dari tekanan-
tekanan kepentingan pihak penguasa dan pengusaha media. Tekanan-tekenan ini 
dengan alasan demi stabilitas nasional dan kepentingan pembangunan ekonomi telah 
membuat media massa cenderung untuk hanya berorientasi pada kepentingan 
pemerintah dan pemilik modal dan mengabaikan kepentingan khalayak secara luas. 
Fungsi kontrol media massa khususnya untuk menyampaikan berbagai kritikan serta 
pandangan yang berbeda mengenai relaitas pembangunan cenderung menurun atau 
bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan dua hal yaitu pertama bahwa 
ketidak berdayaan para pengelola media massa menghadapi tekanan politik 
ekstemal dalam mendefinisikan dan menggambarkan 'realitas sosial'. Tekanan 
eksternal ini tentu saja tidah hanya mempengaruhi 'obyektifitas antar-media'. Kedua 
bahwa secara struktural politik media yang berlaku di masa orde baru diasumsikan 
telah semakin meperkokoh integrasi vertikal dalam sistem komunikasi politik kita. 
Tercermin dengan dimilikinya berbagai media massa oleh unsur-unsur bagian elit 
politik yang diperkirakan memiliki keseragaman konsepsi mengenai relaitas sosial. 

 
Berdasarkan uraian di atas berikut ciri-ciri pers otoriter ini: 

1. Media seyogyanya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak wewenang yang 
ada. 

2. Media selamanya harus tunduk pada penguasa yang ada 
3. Media seyogyanya menghindari perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan 

poltik atau dominan mayoritas. 
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4. Penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dianut 
5. Kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa, penyimpangan dari 

kebijaksanaan resmi, atau perbuatan yang menentang kode moral dipandang 
sebagai perbuatan pidana 

6. Wartawan atau ahli media lainnya tidak memiliki kebebasan di dalam organisasi 
medianya. 

 
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM OTORITARIAN 

Setiap konsep yang memiliki relativisme yang tinggi karena tergantung oleh 
nilai, norma bahkan kebutuhan masyarakatnya, setiap hal di dunia ini pada 
kodratnya memiliki dua sisi, baik dan buruk, benar dan salah. Maka konsep 
otoritarian ini pun memiliki kelebihan yang menyebabkan suatu konsep itu tetap 
digunakan dan menimbulkan efek yang diinginkan masyarakat juga memiliki  
kekurangan. 
Kelebihan teori otoriter: 
! Konflik dalam masyarakat cenderung berkurang karena adanya pengawasan 

hal-hal yang dianggap dapat menggoncangkan masyarakat 
! Mudah membentuk penyeragaman/integritas dan konsensus yang diharapkan 

khususnya secara umum pada negara sedang membangun yang memerlukan 
kestabilan. 

Kekurangan : 
! Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan 

pendangan/ pendapat  
! Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung 

menghancurkan suasana kerja dan lapangan penghasilan yang telah mapan. 
! Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi. 

 
 

PERS LIBERAL 
 

Teori pers liberal atau juga dikenal dengan teori pers bebas pertama sekali 
muncul pada abad ke-17 yang merupakan reaksi atas kontrol penguasa terhadap 
pers. Teori pers liberal adalah merupakan perkembangan dari teori pers sebelumnya, 
yaitu teori pers otoriter yang jelas-jelas sangat didominasi oleh kekuasaan dan 
pengaruh penguasa melalui berbagai upaya yang sangat mengekang dan menekan 
keberadaan pers. 

 
Selama dua ratus tabun pers Amerika dan Inggris menganut teori liberal ini, 

bebas dari pengaruh pemerintah dan bertindak sebagai fourth estate (kekuasaan 
keempat) dalam proses pemerintahan setelah kekuasaan pertama: lembaga 
eksekutif, kekuasaan kedua: lembaga legislatif, dan kekuasaan ketiga: lembaga 
yudikatif. 

 
Dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ini muncul new 

authoritarianism di negara-negara komunis sedangkan di negara-negara nonkomunis 
timbul new libertarianism yang disebut social responsibility theory atau teori 
tanggung jawab sosial. 

 
Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan 

kebebasan kepada rakyat untuk menyatakan pendapatnya (free of expression), 
sampai sekarang pers tetap dianggap sebagai fourth estate sebagaimana disinggung 
di atas. Hal ini disebabkan oleh daya persuasinya yang kuat dan pengaruhnya yang 
besar kepada masyarakat. Kata-kata Napoleon Bonaparte, " Aku lebih takut pada 
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empat surat kabar yang terbit di Paris daripada seratus serdadu dengan senapan 
bersangkur terhunus", masih berlaku. Pers diperlukan, tetapi juga ditakuti. 

 
Konsep pers yang diterapkan di Barat merupakan penyimpangan demokratis 

dari kontrol otoritarian tradisional. Perjuangan konstitusional yang panjang di Inggris 
dan Amerika Serikat lambat-laun telah melahirkan sistem pers yang relatif bebas 
dari kontrol pemerintah yang sewenang-wenang. Pada kenyataannya, definisi 
tentang kebebasan pers merupakan hak dari pers untuk melaporkan, mengomentari, 
dan mengkritik pemerintah. lni disebut "hak berbicara politik". Sejarah mencatat, 
fitnah yang menghasut berarti kritik terhadap pemerintah, hukum, atau pejabat 
pemerintah. Ketiadaan dalam suatu negara, fitnah yang menghasut sebagai 
kejahatan dianggap sebagai ujian terhadap kebebasan menyatakan pendapat yang 
secara pragmatis dibenarkan sebab berbicara yang relevan secara politik merupakan 
semua pembicaraan yang termasuk dalam kebebasan pers. 

 
Dengan ujian yang dibutuhkan ini---hak berbicara politik--- konsep Barat 

jarang digunakan dalam dunia saat ini, meskipun banyak pemerintah otoritaian 
memberikan basa-basi. Pers yang benar-benar bebas daN independen hanya ada di 
sebagian kecil negara-negara Barat yang memiliki karakter sebagai berikut: 
1. Suatu sistem hukum yang memberikan perlindungan yang berati bagi kebebasan 

sipil perorangan (di sini bangsa yang menerapkan common law, yaitu hukum yang 
menjamin kebebasan individu bagi rakyat untuk menyatakan pendapat, seperti 
Amerika Serikat dan Inggris) tampaknya menerapkan sistem pers yang lebih baik 
ketimbang Perancis atau Itali yang menerapkan tradisi civil law; 

2. Tingkat pendapatan rata-rata yang tinggi dalam : income per kapita, pendidikan 
melek-huruf; 

3. Pemerintahan dengan sistem multipartai, demokrasi parlementer atau sekurang-
kurangnya dengan oposisi politik yang sah; 

4. Modal cukup atau perusahaan swasta diperbolehkan mendukung media 
komunikasi berita; 

5. Tradisi yang mapan mengenai kemandirian jurnalistik. 
 

Daftar bangsa yang memenuhi kriteria pers Barat ini termasuk America 
Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, Jerman, Belanda, Belgia, Perancis, Austria, 
Australia, Selandia Baru, Swiss, Norwegia, Denmark, Irlandia, Itali, dan Israel, 
disamping negara yang sangat maju dan telah terbaratkan, seperti Jepang. 

 
Para wartawan di banyak negara lain mendukung dan mempraktekkan 

konsep ini, tetapi karena pergeseran politik, pers mereka bergerak maju-mundur 
antara kebebasan dan pengendalian (pengawasan). Negara-negara ini termasuk 
Spanyol, Yunani, India, Kolombia, Turki, Venezuela, Srilangka, dan Portugal. 

 
Pada umumnya , bangsa-bangsa Barat yang memenuhi kriteria tersebut 

sedikit jumlahnya. Mereka sering melakukan pengumpulan berita dunia dari bangsa-
bangsa lain dan korespondennya bahkan sering bersitegang dengan rezim 
otoritarian. Karena konsep Barat berpegang kuat bahwa pemerintah--di mana pun 
pemerintah itu-- tidak boleh mengganggu proses pengumpulan dan penyebaran 
berita. Pers, menurut teori, harus mandiri dari kekuasaan dan harus berada di luar 
pemerintah sebagai kekuatan negara yang keempat yang dilindungi oleh hukum dan 
adat istiadat dari kesewenang-wenangan campur tangan pemerintah. Tidak banyak 
wartawan di dunia bekerja dalam kondisi semacam ini. 
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Pemikiran jurnalistik Barat merupakan hasil sampingan dari Zaman 
Pencerahan (abad pertengahan) dan tradisi politik liberal seperti tercermin pada 
tulisan John Milton, John Locke, Thomas Jefferson, dan John Stuart Mill. Utamanya, 
harus ada keragaman pandangan dan sumber berita di "bursa pemikiran" agar 
khalayak dapat memilih apa yang ingin dibaca dan dipercaya. Tak seorang pun dan 
kekuasaan manapun, spritual atau temporal, memiliki monopoli kebenaran. Judge 
Learned Hand mengatakan: 

Bahwa industri surat kabar merupakan satu dari seluruh kepentingan umum yang 
paling vital; penycbardn berita dari banyak sumber yang berbeda-beda dengan 
banyak tahap adalah mungkin. Ini menunjukan bahwa kesimpulan yang benar 
agaknya mungkin diperoleh lewat banyaknya lidah daripada melalui bentuk 
seleksi otoritaian. Bagi banyak orang, ini merupakan pendapat yang selalu 
konyol; tapi kita telah mempertaruhkannya dengan segala milik kita. 
 

Yang mendasai proses untuk "membenarkan diri-sendiri" (self-righting) 
adalah keyakinan bahwa warga negara akan menentukan pilihan yang benar 
terhadap apa yang harus dipercayainya jika cukup suara didengar dan pemerintah 
berlepas tangan. Dalam konteks intemasional, ini berarti harus ada arus informasi 
bebas yang tidak dihalangi oleh campur tagan negara manapun. Pemerintah di 
manapun tidak boleh merintani pengumpulan berita yang sah. 

 
lni tidak berati bahwa media berita Barat tidak memiliki kekurangan yang 

serius. Kebebasan politik tidak menghalangi kontrol ekonomi dan campur tangan 
terhadap praktek jumalistik. Suatu sistem media yang dimiliki swasta, dalam derajat 
yang berbeda, akan mencerminkan kepentingan dan kepedulian pemiliknya. Supaya 
tetap bebas dari kontrolluar, termasuk pemerintah, media harus kuat secara finansial 
dan menguntungkan. Tapi keunggulan dan keuntungannya tidak memiliki arah yang 
sama, meskipun beberapa media berita yang terbaik sangat menguntungkan 
pemiliknya. Bagaimanapun, mencari uang merupakan tujuan utama jumalistik. Dan 
bagi mereka, kemandirian serta pelayanan publik kurang memiliki makna (atau 
sedikit diberi perhatian). 

 
Lagi pula. Keanekaragaman di tingkat nasional dan intemasional tampak 

sedang mengalami kemerosotan. Meningkatnya monopoli media dan pemusatan 
pemilikan telah mengurangi jumlah suara bebas yang terdengar di perdebatan 
terbuka. Semakin banyak surat kabar, majalah, dan stasiun siaran yang menjadi 
bagian dari konglomerasi media yang sangat besar. Di beberapa negara demokrasi 
seperti Norwegia dan Swedia, pemerintah memelihara keanekaragaman pandangan 
politik dengan memberikan bantuan kepada surat kabar dari berbagai partai politik, 
suatu praktek yang bukan tanpa bahaya potensial terhadap kebebasan pers. 

 
Beberapa perusahaan dalam konsep Barat jatuh di bawah rubrik tanggung 

jawab sosial (social responsibility). lni berarti bahwa media mempunyai kewajiban 
yang jelas dengan memberikan pelayanan publik termasuk di dalamnya ukuran-
ukuran profesional bagi wartawan serta pelaporan yang jujur dan objektif. Media 
juga berkewajiban menjamin bahwa semua suara dan pendapat masyarakat di 
dengar. Lagi pula, pemerintah diberi peran terbatas dalam mencampuri urusan 
operasional media dan dalam mengatur peraturan jika kepentingan umum tidak akan 
dilayani secukupnya. Peraturan pemerintah dalam siaran di negara-negara Barat 
menunjukkan contoh yang baik mengenai kedudukan tanggung jawab sosial. 

 
Pada umumnya, negara-negara di dunia, khususnya di negara-negara barat 

yang memiliki sistem pemerintahan liberal, teori pers seperti ini sudah merupakan 
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bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Teori 
pers liberal ini pada masa sekarang sudah dipandang secara luas sebagai prinsip 
pengabsahan yang utama bagi media cetak dalam demokrasi liberal. 
 

Pada dasarnya teori pers liberal adalah merupakan teori yang sederhana dan 
merupakan teori yang berisi atau menimbulkan ketidakonsistenan mendasar. Dalam 
bentuk yang paling dasar, teori ini hanya menyatakan bahwa seseorang seyogyanya 
diberi dan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, gagasan, 
ataupun ide-idenya. Hal ini disebabkan kerena teori pers ini menganggap kebebasan 
untuk menyatakan pendapat, pikiran, gagasan, ataupun ide mutlak merupakan hak 
asasi manusia. Setiap orang dianggap memiliki hak untuk berpendapat secara bebas 
dan berhak pula untuk mengungkapkannya, selain itu setiap orang juga memiliki hak 
untuk bergabung dan berserikat dengan yang lain. Dengan demikian, prinsip dan 
nilai-nilai yang mendasarinya identik dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh 
negara demokrasi liberal, yaitu adanya keyakinan akan keunggulan individu, akal 
sehat, kebenaran dan kemajuan, dan pada akhimya adanya kedaulatan kehendak 
rakyat. 

 
Kesulitan dan kemungkinan ketidakkonsistenannya hanya timbul pada saat 

menguraikan kebebasan pers sebagai hak fundamental, menerapkan batasan 
aplikasinya, dan merinci bentuk lembaga yang paling tepat untuk mengungkapkan 
pendapat dan mencari perlindungan dalam masyarakat tertentu. 

 
Teori ini pernah dipandang sebagai ungkapan penentangan terhadap 

kolonialisme  (pertama sekali di koloni Amerika); sebagai wadah menyalurkan 
perbedaan pendapat yang berguna; sebagai argumentasi bagi kebebasan beragama; 
sebagai sarana menentang kesewenangan; sebagai sarana menegakan kebenaran, 
dan pada intinyasebagai suatu hal yang menjadi keharusan praktis.  

 
Teori pers bebas dipandang sebagai komponen yang penting dari amsyarakat 

yang bebas dan rasional. Perkiraan yang paling mendekati kebenaran akan timbul 
dari pengungkapan sudut pandang lain dan kemajuan bagi masyarakat akan 
bergantung pada pilihan pemecahan yang "benar" daripada yang "salah". 

 
Dalam teori politik tentang pencerahan (enlightement), diasumsikan bahwa 

dalam setiap kasus, terdapat titik temu antara kemaslahatan masyarakat, 
kesejahteraan umum, dan kemaslahatan perseorangan dalam masyarakat itu, yang 
hanya dapat mereka persepsikan dan ungkapkan. Kelebihan pers liberal dalam 
kaitannya dengan hal tersebut yaitu bahwa dengan pers bebas, dimungkinkan 
adanya pengungkapan dan memungkinkan masyarakat memenuhi aspirasinya. 
Kebenaran, kesejahteraan, dan kebebebasan harus berjalan seiring dan 
pengendalian pers yang ketat dan berlebihan pada akhirnya hanya akan 
menimbulkan ketidaknalaran dan penekanan yang juga akan berdampak pada 
masyarakat. Pers yang terkekang tidak akan mungkin dapat menjadi sarana 
informasi dan aspirasi masyarakat yang sejati. Pers yang terbelenggu tidak akan 
pernah bisa menjadi sarana pembelajaran dan pendewasaan masyarakat dalam 
menghadapi realitas kehidupan yang sebenarnya. 

 
Meskipun dalam teorinya, pers liberal merupakan bentuk pers yang paling 

ideal, tetapi dalam aplikasinya kebebasan pers masih jauh dari apa yang diharapkan. 
Persoalan tentang apakah hal itu merupakan tujuan pers itu sendiri, sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan, atau merupakan hak mutlak belum benar-benar 
terwujudkan. Ada yang menyatakan bahwa apabila kebebasan pers itu dipasung 
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sampai tingkat yang mengancam moral yang baik dan kewenangan negara, maka 
hal itu harus dikekang. Menurut de Sola Pool (1973), "Tidak ada negara yang akan 
benar-benar mentolerir kebebasan pers yang mengakibatkan perpecahan negara dan 
membuka pintu banjir kritik terhadap pemerintah yang dipilih secara bebas yang 
memimpin negara itu." 

 
Di hampir semua masyarakat yang telah mengakui kebebasan pers, 

pemecahannya adalah dengan membebaskan pers dari sensor pendahuluan, tetapi 
pers tidak bebas dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap 
konsekuensi aktivitasnya yang melanggar hak orang lain dan tuntutan yang sah dari 
masyarakat. Perlindungan orang-orang secara individu, kelompok, minoritas (atas 
reputasi, harta benda, kemerdekaan pribadi, perkembangan moral), serta keamanan 
dan bahkan kehormatan negara seringkali lebih diutamakan daripada nilai mutlak 
kebebasan untuk mempublikasikannya. 
 

Banyak kesukaran yang juga telah timbul dari bentuk lembaga dimana 
kebebasan pers telah mewujud. Dalam banyak keadaan, kebebasan pers telah 
menyatu dengan hak pemilikan dan telah digunakan untuk mewujudkan hak 
memiliki dan menggunakan sarana publikasi tanpa kekangan atau campur tangan 
pemerintah. Pembenaran utama bagi pandangan ini, yaitu bahwa disamping adanya 
asumsi bahwa kebebasan pada umumnya berarti kebebasan dari pemerintah, adalah 
melalui pengalihan analogi "pasar gagasan bebas" yang diungkapkan di atas pasar 
bebas yang sesungguhnya dimana komunikasi merupakan hal yang baik untuk 
diproduksi dan dijual. 

 
Oleh karena itu, kebebasan mempublikasikan barns dipandang sebagai hak 

milik yang mengamankan keragaman sebanyak yang ada dan diungkapkan oleh 
konsumen bebas yang mengajukan permintaan mereka ke dalam pasar. Dengan 
demikian, kebebasan pers disamakan dengan pemilikan media secara privat dan 
bebas dari campur tangan dalam pasar. Tidak hanya mengandung monopoli dalam 
pers dan media lain yang membuat proposisi ini sangat meragukan tetapi kadar 
kepentingan finansial eksternal dalam pers bagi banyak orang tampaknya juga 
merupakan sumber kendala yang sama potensinya seperti setiap tindakan 
pemerintah atas kemerdekaan mengungkapkan pendapat. Tambahan pula, dalam 
suasana modern, gagasan tentang pernilikan pribadi yang menjamin hak seseorang 
untuk menerbitkan tampaknya mustahil. 

 
Masalah dan ketidakkonsistenan tertentu lainnya juga dapat dikemukakan. 

Pertama, tidak jelas sejauh mana teori itu dapat dipandang berlaku bagi siaran 
publik, yang sekarang bertanggung jawab bagi sebagian besar aktivitas media dalam 
masyarakat yang masih tetap terkait dengan idaman kemerdekaan perorangan, dan 
sesungguhnya, sebarapa jauh hal itu berlaku bagi lingkup aktivitas komunikasi yang 
penting lainnya dimana kebebesan itu mungkin sama pentingnya seperti dalam 
pendidikan, kebudayaan, dan kesenian. Kedua, teori ini tampaknya dirancang untuk 
melindungi opini dan keyakinan serta kurang bemilai "informasi". Ketiga, teori ini 
telah terlalu sering dirumuskan untuk kepentingan pemilik media dan tidak dapat 
memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat tentang hak 
para editor dan wartawan yang dapat dipersoalkan dalam pers, atau hak audiens, 
atau pewaris lain yang mungkin, atau korban dari pengungkapan bebas. Keempat, 
teori ini mengharamkan pengendalian wajib tetapi tidak memberikan cara yang jelas 
untuk membatasi berbagai tekanan yang ditujukan pada media, khususnya, namun 
bukan satu-satunya, yang timbul dari lingkungan pasar. 
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Untuk jelasnya, maka gagasan tentang teori pers bebas dapat diungkapkan 
dalam beberapa prinsip berikut:  
! Publikasi seyogyanya bebas dari setiap penyensoran pendahuluan oleh pihak 

ketiga. 
! Tindakan penerbitan dan pendistribusian seyogyanya terbuka bagi setiap 

orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi. 
! Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik (yang berbeda 

dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau pengkhianatan dan 
gangguan keamanan) seyogyanya tidak dapat dipidana, bahkan setelah 
terjadinya peristiwa itu. 

! Seyogyanya tidak ada kewajiban mempublikasikan semua halo 
! Publikasi "kesalahan" dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. 
! Seyogyanya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya 

pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. 
! Seyogyanya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam impor dan ekspor 

atau penerimaan dan pengiriman pesan di dalam negeri maupun antar 
negara. 

! Wartawan seyogyanya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat 
tinggi di dalam organisasi mereka. 

 
Walaupun pada dasamya kebebasan pers merupakan idaman, bukan hanya 

bagi kalangan pers itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat karena masyarakatlah 
yang menjadi konsumen informasi melalu pemberitaan pers tetapi kebebasan pers 
dalam prakteknya tidaklah benar-benar bebas dari segala bentuk kepentingan. Pers 
yang bebas bukan berarti pers yang benar-benar independen dan tidak memihak. 
Karena bagaimanapun juga, pers itu memiliki kepentingan tertentu. Jikapun lepas 
dari pemerintah, pers bebas tetap bersandar pada kepentingan para pemilik modal, 
dalam hal ini pemilik media yang ditumpangi oleh para pelaku pers. Terkadang hal 
inilah yang menjadi dilema bagi kalangan pelaku pers, dimana di satu pihak ia 
berupaya untuk dapat memberikan dan menyajikan informasi yang benar-benar 
"netral" , berimbang dan sesuai dengan fakta, tetapi dipihak lainnya ia harus dapat 
memberikan keuntungan, baik materil maupun non materil kepada para pemilik 
modal yang menaunginya. 

 
Dalam negara yang menganut sistem politik liberal dan menaganut asas-asas 

demokrasi, kehidupan persnya sangat kental dengan adanya persaingan yang bebas. 
Maksudnya yaitu, setiap usaha penerbitan pers secara alami berusaha untuk menarik 
sebesar-besamya khayalak pembaca melalui pemberitaannya masing-masing. 
Adanya persaingan ini, membuat para pelaku pers berlomba-lomba mencari, 
menulis, dan menyajikan informasi-informasi yang "besar" dan boombastis untuk 
menarik perhatian khalayak. Hal seperti ini merupakan hal yang lumrah, karena 
bagaimanapun juga pers tidak hanya melulu mengatasnamakan idealisme semata, 
namun dibalik semuanya itu, terdapat politik bisnis, yang tidak dapat 
dikesampingkan begitu saja. 
 

Dengan adanya persaingan ini, maka pemberitaan pers menjadi beragam. 
Satu hal yang positif dari keadaan seperti ini, yaitu bahwa masyarakat dapat 
menjadi lebih dewasa, dan dapat mengarahkan masyarakat untuk menjadi rasional 
dan dapat berpikir logis. Hal ini disebabkan karena dengan adanya informasi yang 
variatif, maka masyarakat akan dapat memilah-milih sendiri informasi yang 
dipercayainya benar sesuai dengan rasionalitasnya masing-masing dan hasil 
pengamatannya di lapangan. 
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Kemajuan teknologi yang pesat juga membawa pengaruh terhadap posisi dan 
keberadaan pers. Teknologi yang canggih membuat masyarakat dari berbagai 
belahan dunia dapat dengan relatif mudah mengakses dan mendapatkan informasi-
informasi dari negara lain. Televisi, radio, koran, majalah, dan juga bahkan internet 
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan informasi dalam waktu yang 
relatif singkat. Fenomena seperti ini menjadikan pers semakin bersaing dalam 
menyajikan pemberitaan. 

 
Kesimpulan 
Teori liberal berkembang di Inggris dan Amerika Serikat setelah tahun 1688. Teori 
pers liberal merupakan penerapan filsafat umum rasionalisme dan hak-hak ilmiah 
dalam bidang pers. Tugas pers yang terpenting di sini memberikan informasi, 
menghibur, menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan 
kontrol sosial serta pemerintahan. Pemanfaatan pers secara terbuka, maksudnya 
siapapun berhak untuk menggunakannya. Pemberitaan yang dilarang berupa 
pemberitaan yang bersifat fitnah, cabul, tidak senonoh, dan penghianatan saat 
perang. Perusahaan pers biasanya dimiliki oleh kalangan privat (swasta). Mekanisme 
aktivitas pers difokuskan pada tindakan memeriksa/mengontrol pemerintah dan 
mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat. 
 
Libertarian theory akan berkembang menjadi responsibility theory. Dalam teori 
liberal, pers bukan alat pemerintah melainkan sebagai alat untuk menyajikan fakta, 
alasan, dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah (social control terhadap 
pemerintah) sebagai berikut: 
1. Memberi penerangan kepada masyarakat 
2. Melayani kebutuhan pendidikan politik masyarakat 
3. Melayani kebutuhan bisnis 
4. Mencari keuntungan . 
5. Melindungi hak warga masyarakat 
6. Memberi hiburan kepada masyarakat. 
 
 

PERS KOMUNIS 
 
 Tamatnya pemerintahan komunis di USSR yang diikuti dengan pecahnya Uni 
Sovyet telah mendatangkan kehancuran dan penyusunan kembali hampir semua 
elemen dasar yang ada di negara tersbut. Sebagian dari proses itu disumbangkan 
oleh mass media, yang membawa kejatuhan dari sistem pers dan penyiaran yang 
lama. Glasnot, yang aslinya merupakan kebijakan resmi Partai Komunis, menurut 
konsepnya, seharusnya diarahkan untuk membuka diskusi kritis mengenai masa lalu 
negeri tersebut dan mengenai cara-cara untuk memperbaiki sosialisme di USSR, 
telah mematahkan belenggu sensor dan berkembang melewati semua batasan-
batasan yang ada dan mengarah kepada kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan 
pers. 
 

Perestroika, bertujuan untuk menyusun kembali ekonomi dan masyarakat 
Soviet yang berlangsung antara 1985 dan 1991, telah menciptakan lingkungan-
lingkungan material yang baru menciptakan fondasi untuk perkembangan pers dan 
penyiaran. Tahun 1992 sampai 1994 merupakan masa yang paling tak stabil bagi 
Rusia, yang akan membuat setiap penelitian terancam menjadi basi saat 
dipublikasikan. 
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Sampai akhir-akhir ini, media masa Soviet tidak mempunyai dasar hukum. 
Aktivitas mereka di atur oleh keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan 
fungsinalis Partai Komunis. Surat keputusan tersebut mengenalkan "cara-cara 
sementara dan luar biasa untuk menghentikan aliran kotoran dan fitnah" dan tak 
pernah dicabut selama tujuh dasa warga pemerintahan Soviet. "Kebebasan penuh 
dalam batasan tanggung jawab di depan pengadilan" yang dijanjikan dalam teksnya, 
yang akan direalisir oleh "perundangan yang luas dan progresif" muncul melalui 
Undang-undang Pers dan Media lain di USSR (1 Agustus 1990) dan Undang-undang 
Federasi Rusia mengenai Media Masa (8 Februari, 1992). 

 
Kebebasan informasi masa dalam hukum Rusia bersifat tak terbatas (kecuali 

dengan legilasi) untuk mencari, mendapatkan dan membuat serta menyebarkan 
informasi; kebebasan untuk mendirikan outlet media masa dan memilikinya, 
menggunakannya serta mengaturnya; dan kebebasan untuk mempersiapkan, 
memperoleh dan mengoperasikan peralatan dan perlengkapan teknis, bahan-bahan 
mentah serta materi yang diperuntukkan bagi produksi dan distribusi produk-produk 
media masa. 

 
Hukum Rusia menekankan ketidak layakan penyensoran, yang aslinya 

dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undang USSR mengenai Pers dan Media Masa 
yang Lain (Undang-undang Pers USSR). 

 
Untuk memonitor pelaksanaan statuta pers, diciptakan suatu badan khusus, 

Inspektorat Negara untuk Melindungi Kebebasan Pers dan Informasi Masa pada 
bulan September 1991 dengan mandat untuk mengusut pemerintah, pendiri, redaksi 
penerbitan dan stasiun radio serta TV apabila melakukan pelanggaran hukum. Badan 
ini dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menutup organisasi media. 
Undang-undang Dasar Rusia yang dipakai dalam referendum nasional tanggal 12 
Desember 1993 merupakan hukum paling mutakhir dan mungkin paling penting 
yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Pelarangan penyensoran 
disebutkan dalam undang-undang tersebut (Pasal 29) bahwa "setiap orang berhak 
untuk dengan bebas mencari, mendapatkan, memancarkan, membuat dan 
menyebarkan informasi dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan 
hukum". 

 
Runtuhnya Pers Pusat 

Sampai sekitar 1990, koran-koran di USSR mempunyai struktur piramida 
yang stabil. Di puncaknya bertengger "pers pusat": berlokasi di Moskow, koran atau 
majalah yang mempunyai distribusi nasional yang menampilkan kebijakan resmi 
Partai Komunis, pemerintah, dan berbagai badan pusat, baik milik negara atau milik 
masyarakat. Meskipun jumlah perusahaan pers pusat ini hanya 3% dari jumlah 
perusahaan koran, akan tetapi sirkulasinya sebesar 73% dati keseluruhan sirkulasi 
media masa di Uni Sovyet. 

 
Meskipun tidak ada hubungan antara publikasi-publikasi lokal dengan 

publikasi-publikasi pusat, akan tetapi jalur komando antara badan-badan yang 
mengaturnya seakan-akan menggambarkan hubungan seperti antara tuan dan 
budaknya. 

 
Meskipun puncak piramida mempunyai jumlah koran dan majalah yang 

sedikit, penerbitan nasional ini merupakan penerbitan yang paling populer di 
pedalaman. Koran-koran ini isinya hampir sama, seringkali pula dengan opini dan 
editorial yang sama yang bukan cuma menjelaskan pandangan partai mengenai isu-
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isu politik tertentu akan tetapi juga bertindak, dalam tradisi Leninis yang terbaik, 
sebagai "kolektif propagandis, kolektif agitator dan kolektif organisatoris". 

 
Majalah mempunyai kebebasan sebagai "press kelas dua", karenanya mereka 

dapat membuat variasi gaya dan rasio propaganda mereka dalam bentuk cerita-
cerita, hiburan. Dari tahun 1986 sampai 1988 Mikhael Gorbachev menanamkan 
orang-orang yang secara politis setia kepadanya sebagai editor-editor disurat kabar 
besar, sehingga peran pers pusat menjadi penting untuk meningkatkan 
reformasinya. Sebagaimana yang bisa dibaca di mana-mana penerbitan nasional 
dapat dipakai untuk berhubungan dengan masyarakat tanpa harus melewati 
hambatan oposisi. Kolom surat-surat pada redaksi mereka menjadi jalan yang siap 
untuk menampung partisipasi mereka dalam perestroika. Prestise dan kebebasan 
yang diberikan oleh Kremlin pada para jurnalis membuat mereka ini menjadi sekutu 
alami. 

 
Tiba-tiba datang kejadian yang tidak diharapkan oleh para birokrat. Undang-

undang mengenai Pers dan Media Masa lain dari USSR mengharuskan semua 
penerbitan di daftarkan secara resmi dengan badan-badan negara. Pada dasarnya, 
prosedur ini memberi kesempatan bagi star redaksi untuk mencari dan mendaftarkan 
"pendiri" yang mungkin berbeda dari majikan lama mereka, atau bahkan mungkin 
mendaftarkan koran-koran itu atas nama mereka sendiri. Tindakan ini menciptakan 
ancaman nyata pertama kali atas piramida tersebut dengan cara memisahkan outlet- 
outlet yang baru bebas dari garis komando yang lama. Pada saat yang bersamaan, 
para redaktur yang berani dan orang-orang kaya baru mulai mengisi kekosongan 
kekosongan ini. Letupan kedua terjadi pada tahun 1991 dengan adanya larangan 
terhadap Partai Komunis dan nasionalisasi yang dilakukan terhadap hak milik 
mereka. Hal ini melahirkan pendaftaran kembali ribuan penerbitan. Beberapa 
diantaranya milik partai komunis terutama tingkat propinsi didatarkan dengan nama 
berbeda (kata-kata seperti "kommunist" , "pravda" dan "sovetsky" sudah menjadi 
usang); disampirlg itu beberapa yang lainnya memakai susunan redaksi yang 
berbeda, dan yang pasti mereka semua membebaskan diri dari penguasa mereka 
karena partai yang menguasainya tidak lagi berkuasa. 
 

Dengan dicabutnya tonggak pemersatu ini, keseluruhan sistem pers pusat 
lokal menjadi ambruk karena mekanisme partai yang mendukungnya lenyap. Dalam 
beberapa hal negara mencoba untuk meniru sistem lama dengan menciptakan 
struktur yang serupa dengan struktur pemerintah dan pers di Moskow dan di 
republik-republik tetapi dengan atmosfir otonomi yang lebih besar dari pemerintahan 
lokal dan pengurangan jepitan politik (dan, sampai batas tertentu, keinginan politis) 
untuk menjalankan tekanan tersebut tetapi hal itu tidak membawa hasil. 

 
Tahun 1989 dan 1990 merupakan puncak popularitas bagi media masa pada 

tahun-tahun setelah Perestroika dimulai. Saat itu merupakan saat masyarakat 
mempunyai harapan-harapan politik tertinggi: saat Kongres Pembantu-pembantu 
Rakyat diamati langsung di televisi dan didengarkan di radio dengan perhatian yang 
begitu tinggi sehingga penurunan tajam angka-angka produksi industri dicatat 
selama hari-hari tersebut. Dapat dikatakan itulah masa "keracunan" dengan 
Glasnost. Tiga tahun berikutnya terlihat pertumbuhan ketidak percayaan media 
terhadap kemunduran apatisme politik umum dan krisis ekonomi yang serius. 

 
Faktor terakhir ini menyebabkan keluarga tradisional untuk mengurangi 

langganan penerbitan mereka dari lima atau enam menjadi hanya satu penerbitan 
saja. Media tidak lagi dipandang oleh masyarakat sebagai sumber bantuan dan 
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harapan atau sarana untuk mengutarakan pendapat mereka. Pada tahun 1988 mulai 
ada kecenderungan untuk lebih menyukai pers lokal dibandingkan dengan pers 
pusat.  

 
Pertama kali, hal itu terlihat jelas di republik-repubik Persatuan yang 

pemikiran rakyatnya didorninasi oleh faham "nasionalisme". Dengan bertambahnya 
kebebasan yang diperoleh dari Moskow, maka terciptalah kebutuhan untuk kisah-
kisah nasionalisme yang memberikan jalan bagi ketertarikan pada berita-berita lokal.  

 
Riset menyatakan bahwa perhatian terhadap masalah-masalah dunia atau 

politik nasional telah menurun dengan tajam pada dua tahun terakhir ini. 
Kebanyakan orang Rusia pertama dan terutama ingin membaca hal-hal yang 
berkenaan dengan biaya hidup dan kriminalitas dengan kata lain, persis dengan apa 
yang disajikan oleh pers lokal. Salah satu dari topik-topik yang kurang populer 
adalah masalah-masalah kesukuan, kehidupan di republik-republik lain bekas USSR 
dan politik luar negeri yang kesemuanya sangat menonjol di penerbitan nasional. 

 
Siapa Yang Memiliki Pers? 

Sebagaimana yang diutarakan di atas, pers di USSR dimiliki oleh Soviets, 
aparat negara, dan organisasi umum (semuanya dikendalikan oleh Partai Komunis), 
atau langsung oleh partai, atau oleh kombinasi dari ketiganya. Dengan tumbangnya 
penguasa komunis, Soviet dan lembaga-lembaga negara menjadi pemilik utama, 
terutama pada tingkatan lokal. 

 
Pada tahun 1993 ada sebanyak 200 koran partai, 12 diantaranya diterbitkan 

di Moskow dan 18 di St. Petersburg. Kebanyakan partai-partai tersebut berhasil. 
menerbitkan hanya beberapa edisi dari koran atau buletin mereka sebelum 
kemudian rontok. 

 
Evaluasi kasar dari struktur kepernilikan pers Rusia menunjukkan bahwa 29% 

koran nasional dimiliki pemerintah federal, 30% menjadi milik organisasi publik dan 
partai, dan 41 % milik swasta; 21 % koran regional yang dimiliki pemerintah federal 
sementara 22% dimiliki swasta; sedangkan pers tingkat kota, 85% dimiliki oleh 
pemerintah kota sedang sisanya dimiliki oleh swasta atau umum. Dari semua koran 
yang tercatat di Rusia pada tahun 1993, 57,1% merupakan milik pribadi, 23,1% 
milik negara (5.8% milik pemerintah kota), dan 19,8% milik organisasi umum dan 
partai politik (Bekker & Gurevich, 1993). 

 
Masalah subsidi menampilkan aspek yang paling pelik dan rawan dalam 

hubungan antara negara dan media masa di Rusia. Di satu sisi, ketergantungan 
finansial dari pers terhadap negara memberikan dasar yang penting untuk 
mempertanyakan independensi media, obyektifitas dan keseimbangan pelaporan. Di 
sisi lain, beberapa pihak mengatakan bahwa pers dan penyiaran, apabila 
diperhatikan, bukan hanya berupa alat politis atau usaha komersial saja akan tetapi 
juga merupakan lembaga yang memberikan keuntungan kultural dan pendidikan 
bagi masyarakat yang harus menikmati perlindungan dari negara. Idealnya prioritas 
bantuan diberikan pada surat kabar-surat kabar yang ditujukan untuk anak-anak 
dan pemuda, orang cacat, kelompok minoritas dan majalah-majalah sastra dan 
kebudayaan. Bersamaan dengan itu, berdasarkan keputusan-keputusan terpisah dari 
pemerintah, donasi yang besar diberikan kepada koran-koran dengan sirkulasi besar 
yang bekerja untuk apa yang dinamakan "ruang informasi bersama" di bekas Uni 
Sovyet, seperti Trud dan Komsomolskaya pravda. 
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Angka yang pasti dari subsidi tersebut tidaklah tetap. Salah satu alasannya 
adalah bahwa anggaran tersebut terus menerus direvisi dengan mempertimbangkan 
inflasi saat itu yang mencapai hampir 1 % setiap hari. Lebih-Iebih lagi, pejabat 
pemerintah memberikan angka yang berbeda-beda satu sama lain. Disamping itu, 
penerbit-penerbit penerima subsidi lebih suka untuk menekan angka-angka atau 
mengatakan bahwa mereka tidak dapat memperoleh jumlah yang dialokasikan 
sementara itu pesaing-pesaing mereka cenderung untuk menggelembungkannya. 

 
Secara hypotetis dapat dikemukakan bahwa ketergantungan media pada 

subsidi dapat berbalik akibatnya pada pemerintah sendiri apabila kebutuhan pers 
terhadap injeksi anggaran tidak dapat dipenuhi. Kemudian "kekuatan keempat ini" 
akan mendukungkekuatan oposisi dan berusaha untuk menegakkan pemerintahan 
yang lebih memperhatikan kebutuhan mereka. 

 
Distribusi nasional pers di Rusia adalah monopoli. Distribusi dikuasai oleh 

Rospechat (Pers-Rusia), badan semi independen di bawah Kementerian Komunikasi. 
Argumentasi yang pantas di sini menunjukkan bahwa Rospechat, dilihat oleh badan-
badan negara sebagai badan usaha kebanyakan, yang membayar semua 
pelayanannya dengan tarif yang sama, misalnya, dengan restoran atau hotel untuk 
turis asing. Pengiriman sebuah koran, yang dibayar oleh seorang pelanggan, jarang 
sekali dapat dikover oleh badan tersebut. Kerugian seperti ini biasanya ditutup oleh 
keuntungan dari pelayanan telekomunikasi, tetapi saat itu ditutup dengan surat 
keputusan presiden, sejak 1993 pelayanan-pelayanan ini dibebaskan dari kantor Pos. 

 
Sampai awal 1990 an sistem kantor berita di USSR terdiri atas TASS 

(Telegraph Agency of the Soviet Union) dengan 14 anak perusahaannya di republik 
Persatuan dan Novusti Press Agency. Saat ini, Rusia saja mempunyai 400 kantor 
berita. Dengan runtuhnya USSR, TASS berubah menjadi the Information Telegraph 
Agency of Russia, IT AR- TASS, memakai singkatan TASS sebagai trademark yang 
sudah dikenal saja. Selama berpuluh tahun setelah pendiriannya di tahun 1925. 
TASS berada dibawah pengawasan Dewan Menteri USSR, kemudian dibawah 
Presiden USSR, pada tahun 1991 menunjuk bekas Sekretaris Persnya Vitaly 
Ignatenko sebagai Direktur Jendralnya. Pada saat keemasannya di pertengahan 
1980 an, TASS mempunyai biro-biro dan koresponden di 110 negara aging (saat ini 
hanya tinggal 75 negara), menjadi sumber informasi utama bagi rakyat Sovyet 
tetang kehidupan di luar negeri dan peristiwa-peristiwa di dalam negeri; saat itu 
merupakan salah satu kantor berita lima besar dunia. 

 
Kantor berita ini masih merupakan badan setengah resmi yang dipakai oleh 

pemerintah Rusia untuk membuat pandangan-pandangannya diketahui secara luas 
oleh publik dunia, disamping untuk mengedarkan dokumen-dokumen resmi. 
 

Yang akan kita saksikan dimasa yang akan datang adalah kelahiran dan 
penguatan dari kantor-kantor berita tingkat lokal, yang dilihat oleh parlemen dan 
pemerintah bekas republik-republik otonomi sebagai bagian yang paling penting dari 
kedaulatan mereka yang sedang tumbuh. 

 
Di tahun-tahun akhir 1980 an pers Rusia memperoleh tingkat kebebasan 

yang tak pernah dicapai sebelurnnya selama hampir tiga abad; beberapa analis 
bahkan menyebut tahun-tahun perestroika sebagai "zaman keemasan" (Tolz, 1992). 
Akan tetapi, sejak 1990, keadaan dari media cetak memburuk disebabkan oleh 
tekanan ekonomi dan ketergantungannya yang bertambah parah kepada subsidi 
pemerintah. Sampai saat ini hanya beberapa penerbitan yang telah mencapai 
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kemerdekaan finansial dari pemerintah atau kelompok politik tertentu yang melihat 
mereka (dalam tradisi lama negara itu) sebagai corong ke masyarakat dan sebagai 
alat untuk penguasaan politik. Tugas untuk menyusun dan memperkuat masyarakat 
demokratis, merupakan persyaratan bagi kebebasan mereka yang sebenarnya dan 
abadi, memerlukan tanggung jawab dan mempunyai efek dibandingkan 
penggulingan mesin komunis.  

 
Penutup 

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan di atas, sistem pers soviet 
menganut beberapa prinsip sebagai berikut: 
1. Media Massa harus melayani kepentingan dan, dan berada dalam kontrol kelas 

pekerja. 
2. Kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media. 
3. Media harus selalu melakukan tugas fungsi positif bagi masyarakat dengan cara 

melakukan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, 
penerangan, motivasi dan mobilisasi. 

4. Dalam menjalankan seluruh tugasnya kepada masyarakat, media harus tanggap 
terhadap kebutuhan dan keinginan khalayaknya. 

5. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya 
mencegah atau memberikan hukuman setelah terjadinya peristiwa publikasi yang 
bersifat anti-sosial. 

6. Media harus memberikan pemikiran dan pandangan yang lengkap dan objektif 
mengenai masyarakat dan duma yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme. 

7. Wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggung jawab yang memiliki 
tujuan dan cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat. 

8. Media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri 
 
 

Teori Tanggung Jawab Sosial  
(Social Responsibility Theory) 

 
Pers sebagai suatu sistem sosial selalu tergantung dan berkaitan erat dengan 

masyarakat dimana ia beroperasi. Pers itu sendiri lahir untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan informasi sehingga ia berkedudukan sebagai lembaga masyarakat 
(institusi sosial). 

 
Sementara itu segala aktivitas pers tergantung pada falsafah yang dianut oleh 

masyarakat dimana pers itu berada. Lyod Sommerlad menyatakan, sebagai institusi 
sosial, pers mempunyai fungsi dan sifat yang berbeda tergantung pada sistem 
politik, ekonomi dan struktur sosial dari negara dimana pers itu berada. Hal senada 
disampaikan John C. Merril, "A nation's press or media closely tied to the political 
system." (John C. Merril, "A Conceptual Overview of World Journalism" dalam 
International Intercultural Communication, Heinz Dietrich Fischer & John C. Merril, 
Hasting House Publisher, New York) 

 
Bagi Siebert, Peterson dan Schramm, buku Four Theories of the Press 

mencoba memahami mengapa negara-negara yang berbeda memiliki pola hubungan 
yang berbeda pacta medianya. Pers selalu mengambil bentuk dari struktur sosial dan 
politik dimana pers itu beroperasi atau dengan kata lain, mempelajari suatu 
masyarakat dan sistem politiknya kita akan belajar memahami mengapa persnya 
menjadi sedemikian rupa. 
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Jika ditelaah lebih jauh, tambah mereka dalam bagian pengantar buku 
tersebut, dunia barat sesungguhnya hanya mengenal dua dari teori pers, model 
autoritarian dan libertarian. Soviet Communist model, menurut mereka, merupakan 
variasi dari autoritarian sementara social responsibility model adalah perkembangan/ 
peningkatan dari libertarian. 

 
Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban 

berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam 
pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada 
masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. 

 
Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak 

berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang 
disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsi-
fungsi tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku pers dalam model 
libertarian yang ada selama ini. 

 
penganut libertarian mempercayai bahwa orang dapat mengetahui kebenaran 

saat mereka boleh memilih dan pers sebagai penyedia ide-ide/pasar ide. Mereka 
percaya bahwa media itu beragam dan independen dan orang-orang memiliki akses 
ke media. 

 
Namun kenyataan yang terjadi adalah pers itu menjadi berorientasi profit, 

dimana lebih mengutamakan penjualan dan iklan di atas kebutuhan untuk menjaga 
publik mendapat informasi lengkap dan akurat sehingga membahayakan moral 
publik, melanggar hak-hak pribadi dan dikontrol oleh satu kelas sosioekonomi, yaitu 
kelas bisnis yang membahayakan pasar ide yang bebas dan terbuka. 

 
Teori tanggung jawab sosial berasal dari Commission on Freedom of the Press 

(Hutchins, 1947) sebagai reaksi atas interpretasi dan pelaksanaan model 
libertarian yang ada. Komisi tersebut merumuskan beberapa persyaratan pers 
sebagai berikut: 

1. Memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap dan 
berpekerti dalam konteks yang mengandung makna. 

2. Memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik. 
3. Memproyeksikan gambaran yang mewakili semua lapisan masyarakat 
4. Bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-

nilai masyarakat 
5. Mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa sehari-hari  
 

Secara umum suatu berita haruslah mendukung konsep non-bias, informatif 
dan institusi pers independen yang akan menghindari penyebab ancaman terhadap 
kaum minoritas atau yang mendorong tindak kejahatan, kekerasan dan kekacauan 
sipil. Tanggung jawab sosial seyogyanya dicapai melalui self control/kontrol diri (dari 
pers itu), bukan dari pemerintah. 

 
Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan 

yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media 
tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika. 
Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku pers tidak 
hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga kepada 
masyarakat. 
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Dalam konsep tanggung jawab sosial media dituntut sebagai berikut: 
- Menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana 

kewajiban itu dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional 
tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan. 

- Media juag harusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan 
lembaga yang ada 

 
Secara singkat teori tanggung jawab sosial ini dapat disimak dalam bagan 

berikut ini : 
 

Teori Tanggung Jawab Sosial 
Masa berkembangnya Di AS pada abad ke-20 
Pelopor Commission on Freedom of Fress 
Tujuan Utama Memberi informasi, menghibur, menjual 

(komersil) namun terutama untuk 
membangkitkan konflik yang 
membentuk diskusi 

Siapa yang berhak menggunakan media ? Setiap orang yang memiliki sesuatu 
yang ingin dikatakan 

Bagaimana media dikontrol ? Opini publik, aksi konsumen, etika 
profesi 

Kepemilikan Swasta, kecuali jika pemerintah 
mengambil alih untuk memastikan 
pelayanan publik 

Perbedaan mendasar dari teori-teori lain Media harus mengambil kewajiban dari 
tanggung jawab sosial, dan jika mereka 
lalai, harus ada yang memastikan 
mereka melaksanakannya 

 
 Jika teori libertarian dilahirkan dari konsep kemerdekaan negatif, yang 
didefinisikan sebagai kemerdekaan dari/kebebasan dari pengekangan eksternal 
sedangkan teori tanggung jawab sosial berpijak pada konsep kebebasan positif, yaitu 
kebebasan untuk menghendaki menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
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